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ABSTRAK

Konsep human rights city adalah sebuah konsep kota hak asasi manusia
(HAM) yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh People’s Movement for Human
Rights Education/Learning. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut
terutama oleh World Human Rights Cities Forum (WHRCEF). Semenjak gerakan
global ini mendapatkan pengakuan dan dukungan Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB) pada tahun 2013 melalui Resolusi Dewan HAM PBB No. 24 tahun 2013
mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan dan perlindungan HAM,
maka konsep ini mulai dikenalkan di Indonesia yang kemudian diterjemahkan
sebagai kabupaten/kota ramah HAM. Kabupaten Wonosobo adalah salah satu
kabupaten yang sedang menerapkan konsep human rights city ini. Lalu, apa yang
melatarbelakangi Kabupaten Wonosobo menerapkan konsep tersebut dalam
sebuah kebijakan publik, dan bagaimana kebijakan tersebut bila dipandang dari
kacamata siyasah dustiriyyah ?

Penelitian ini menggunakan teori siyasah dustiriyyah, yang mengkaji
hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta
kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena ruang lingkup
pembahasannya yang sangat luas, fikih siyasah dustiriyyah biasanya dibatasi
hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal
ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan
merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
Sebelum hasil penelitian dianalisis menggunakan teori siyasah dustiriyyah, hasil
penelitian dibahas dahulu menggunakan konsep kebijakan publik untuk
menjelasakan proses kebijakan kabupaten/kota ramah HAM di Kabupaten
Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan
penelitian pustaka (library research) serta menggunakan metode deksriptif-
kualitatif dengan pendekatan normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya kebijakan Kabupaten
Wonosobo Ramah HAM dilatarbelakangi oleh program dari pemerintah pusat
seperti RANHAM jilid 3, Permenkumham no. 25 tahun 2013, inspirasi dari Kota
Gwangju sebagai human rights city, adanya fitur-fitur kompatibel sebagai modal
awal menjadi kabupaten ramah HAM, dan juga dukungan dari WHRCF.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan
kerangka kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah
HAM ini sangat sejalan dan relevan dengan prinsip-prinsip siyasah dustiriyyah,
khususnya mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyat. Kewajiban ulil
amri melakukan kebijakan sebagai pengaturan bagi rakyatnya/warganya demi
terwujudnya kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam keseluruhan proses
kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Namun, karena kurang meratanya
sosialisasi dari pihak Pemda terhadap warga Kabupaten Wonosobo, menyebabkan
ketidaktahuan sebagian warga terhadap kebijakan ini, khususnya mereka yang
tinggal di daerah pinggiran kota dan pedesaan.

Kata Kunci: Human Rights City, Kebijakan Publik, dan Siyasah Dustiriyyah.
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A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be

< Ta’ il Te

< Sa’ S Es (titik di atas)

z Jim J Je

z Ha’ H Ha (titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z Zet (titik di atas)

D Ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan Ye
o= Sad S Es (titik di bawah)
o= Dad D De (titik di bawah)
L Ta T Te (titik di bawah)
L Za y/ Zet (titik di bawah)
& ‘Ain Koma terbalik (di atas)
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¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
8 Nun N En
B Wau W We
2 Ha’ H Ha
e Hamzah - Apostrof
< Ya Y Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:
4322l gitulis Ahmadiyyah
Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

~ - - -

dclax ditulis jama ‘ah
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:
¢l oY) 44 S ditulis karamatul-auliya’

Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.
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E. Vokal Panjang
A panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis @, masing-masing
dengan tanda (7) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh:
2 Jo-
es-‘-u ditulis Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:
J$ ditulis Qaul

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan

Apostrof (°)

Lo
O

e-\l\\ ditulis 4 antum

w220 - .
e ditulis Mu’annas

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

~ Ao

Q‘Jﬁj\ ditulis Al-Qur’an
oLl ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

St

cw\ ditulis As-sama’

=
-

uﬂm‘ ditulis Asy-syams
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I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.
J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya
o2l 55 ditulis Zawi al-furid

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

Al Uﬁ\ ditulis ahl as-Sunnah
aoY) Fd ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

Jangan kamu merasa asing dengan datangnya kekeruhan yang
kamu alami selagi kamu hidup di dunia ini, karena apa yang terlibat

di depanmu adalah sesuatu yang pasti dari Allah..
[ Tbnu ‘Athaillah As-Sakandary |

E/

Gl 85 § e S8 VB BT 1520 L5056 5o
© 85)3% el 2l e 81 2438 150003 il 3 e
Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). Tidakkah sebaiknya, dari tiap-tiap golongan di antara
mereka ada beberapa orang yang pergi untuk memperdalam
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya

mereka itu dapat menjaga dirinya
[ QS. At-Taubah (9): 122 |

< 4 _ 2% 5,-«/)."/ //&g z _ s ,,)/’E’n/a/
Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia;

dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu
[ QS. Al-‘Ankabiit (29): 43 |

Urip ing alam dunyo iku mung mampir ngombe golet pesangon
kanggo konco mlaku menyang alam salebare, mulo manfaatke

bener-bener supoyo mboten nyesel sesuk
[ Sakban Khusen |

Try and Pray the Best for the Future
[ Sakban Khusen |



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk :
Seluruh keluarga saya tercinta
terutama Ayahandn Muhsin dan bunda Sarkiyah
Kedua kakak @W/unj saya Muslit dan Tabah Abdillah
Kakak ipar saya mhak Khikmah
Ketign keponakan saya Farkhah Mufidah, 285" Karimah dan Sifaul Kamal
serta orang-orang terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga
khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari ah dan Hiukurn
Universitas Jslam Negeri Sunan Kaljaga
%ﬂya@wfa
Kota kelahivan sy, 'Negeri di atas Awan’ Kabupaton Wonosobo "ASRY"
Semua saudara saya yang sedang menimba ilmu, berjihad, beribadah, dan berhijrah

serta semua pemé&:m,

Semoga Karya Tulls ini Bermanfant

©

Xi



KATA PENGANTAR
asa ) Craa ) A sy

sae Jiaae G agdly 4l @l 8 Y osan s & V) Al Y o 2l cpal Wl G & aaal)

20 Gl cprenl damia gl o g v Uit ol Oea 260 4l

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan nikmat dan
karunia-Nya selama ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada
baginda Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun umat manusia dari masa
kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang-benderang dan penuh
pencerahan ini.

Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami
berbagai kendala, tetapa disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-
Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia” dengan
baik. Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah
melibatkan bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara
langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Untuk itu, penulis
menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan
waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan
saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Semoga diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

xii



Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih

kepada:

1.

Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan
Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dr. Moh. Thantowi, M.Ag. selaku Sekjur Siyasah Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Keluarga saya tercinta Ayahanda Muhsin, Ibunda Sarkiyah, atas
segalanya yang telah Ayah dan lbu berikan selama ini, serta kakak
kandung saya Muslih dan Tabah Abdillah, atas dorongan dan
dukungannya selama ini.

Sahabat-sahabat saya satu angkatan Program Studi Siyasah 2012
(Iman, Nagib, Shufi, dkk), atas semua proses dan fase yang kita alami
selama ini, dan kakak adik angkatan yang selalu menghormati dan
menyayangi saya serta berbagi informasi dan bertegur sapa terkait
perkuliahan ataupun kehidupan sehari-hari.

Segenap Dosen Program Studi Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

xiii



8.

10.

11.

12.

Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan
Hukum dan Semua Staff Tata Usaha Program Studi Siyasah Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan  sehingga
memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.

Bapak Fahmi Hidayat, S.I.P., M.P.P., selaku Kepala Bidang Data
Evaluasi Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo yang sudah
membantu dan memberikan izin kepada penyusun untuk meminta
informasi dan data guna menyusun skripsi ini.

Bapak Benyamin Kusuma Hadi, S.Sos., selaku Kepala Sub Bagian
(Kasubag) Keuangan dan Aset Desa, Bagian Pemerintahan, Asisten
Pemerintahan, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Wonosobo yang
sudah memberikan izin kepada penyusun untuk meminta informasi
dan data guna menyusun skripsi ini dan juga telah membantu,
mengarahkan dan merekomendasikan untuk bertemu bliau Bapak
Fahmi Hidayat.

Seluruh Staff Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Wonosobo, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah, serta
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian
kepada penulis.

Teman-teman KKN Angkatan-86 Kelompok 80, Padukuhan Pathuk

Xiv



Kidul, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo: Danang, Nursiam, ‘matt’
Latif ‘shadows’, Nurma, Zahra, Uswatun, Imam ‘aw’, ‘oz’ Rozi, Daus
‘boy’, ‘bye’ Bayu, dan Anwar. Sangat bersyukur dan menyenangkan
bisa hidup 2 bulan bersama dan bisa mengenal kalian semua.

13. Semua pihak yang telah berjasa, ikut terlibat dan ikut andil dalam
seluruh proses penyelesaian skripsi ini baik yang penulis ketahui
ataupun tidak, semoga Allah membalas kebaikannya. Serta oppai no
nakama saya di OP lovers dan seluruh anggota Pasukan Handa
(Marsahid “no Sanji”, “Luffy” anDani, Tjahyo “Gintamania”).

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, seperti kata pepatah “tiada

gading yang tak retak”, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat
banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan
saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil yang
lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di
generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya
penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali
do’a semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya

sebagai amal jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 10 November 2016

Penyusun

Sakban Khusen
NIM. 12370078

XV



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL......ooiiiiie e i
ABSTRAK e i
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....ciii e iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....cooiiiii e iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI......oooiii e %
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN....ccoiiii e Vi
HALAMAN MOTTO.....oiiiee e X
HALAMAN PERSEMBAHAN. ..o Xi
KATA PENGANTAR. ..o Xii
DAFTAR ISL. ..ot XVi
BAB | PENDAHULUAN. . ...ttt 1
A. Latar BelaKang.........cccoovvviiiiiiiecc e 1
B. RumMusan Masalah.............cccoiiiiiiiiiiee e 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..............cccccceeviiiiii s 6
D. Telaah PUSTAKA........cccciiviieiiiiiieieii s 7
E. Kerangka TeOM......ccueiiiiieieiic ettt 10
F. Metode Penelitian..........ccoeoiiiieiiiiec e 12
G. Sistematika Pembahasan............ccccooiiiiiiiiin 15

BAB I KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK DAN FIKIH SIYASAH

DUSTURIYYAH...............coooaeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
A. Konsep Kebijakan PUBIIK............ccooooiiiiiiiiice e, 16
1. Definisi Kebijakan PUBIIK...........cccooiiiiiiiiiiicec 16

XVi



2. Perincian Kategori dalam Kebijakan Publik..............c.ccocooninnnn. 19

B. Konsep Fikih Siyasah Dustiiriyyah.............cccccevceiveiiiaiieiiesinaisiiensnnns 23
1. FIKIN SIY@SAN...c..iciiiiiiiiiiiiece et 23

2. Fikih Siyasah Dustiiriyyah...........cccocoevuiveiiieiiesiesieese e seess e 26

a. Imam, Hak, dan Kewajibannya.............ccccceevevviininivenesinnnn, 29

b. Hak-hak dan Kewajiban Rakyat...........c..cccccevveviiiniiieircee 34

BAB Il WUJUD KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA DI

KABUPATEN WONOSOBO........ccoiiieieiieieeie e 36
A. Gambaran Umum Kabupaten WonosobO.............ccccceevveveiieiieinenee 36
1. Gepgrafi.. S0 . e B . 36

2. Pemerintahan...........cocoiiiriiie e s siee e e e e 37

3. KependuAUKAN........ccocvi i 37

4. KetenagaKerjaan.........cccccveeiverieiieieeieeieeseesie e se e sae e 37

5. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat..............cccccovvevieivieiieiecie e, 38

D8 Poriafiiciiigmmen, . ... ... S ......... 41

7. PerdaganQan.........ccecceieeieiiieie e 42

B. Pemahaman tentang Human Rights City............ccccoeviiiieiiesicieceee, 43
1. KeMUNCUIAN. ...ttt 43

2. Perkembangan Konsep Human Rights City.........ccccceeveviiieivenenne. 45

C. Human Rights City di Kabupaten Won0osobO.............c.ccccovveveeieiiennnnn 53

D. Langkah-langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam
Upaya Mewujudkan Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi
IVLBNUSIA. ..ttt sttt st 59

1. Tahun 2013.... . 60

XVii



2. TaNUN 2014, 60

3. TANUN 2015, .. 61

4, TaANUN 2016.......ciiiiiieie e 67

BAB IV KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA
DALAM PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYYAH...................c.c.cccecuunn... 80
A. Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Sebagai Sebuah Kebijakan
PUblik . . ... O . B 80

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi

Manusia dalam Pandangan Siyasah Dustariyyah...............c.ccccocucvnnene. 85

BAB Y PENUTUP. ..o 95
AL KESIMPUIAN. ..o 95

B. Saran. .. B A S ... B B 96
DAFTAR PUSTAKA ..ttt 98
LAMPIRAN. ...ttt n e b e e annes I
1. IEEgpiran I........ " ............... ... I

2. Lampiran ..o e I

3. Lampiran ..o s I

4, LampPiran IV ..o XV

5. LamPiIran V. ..ot XVII

6. CUITICUIUM VItAE......ceiiiiiiieic s XXIV

XViii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 10 Desember 1948, dicetuskan sebuah Deklarasi Universal
hak asasi manusia (HAM) oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
(Universal Declaration of Human Rights) di Istana Chaillot, Paris, Perancis.
Deklarasi ini mempunyai efek politis yang bersifat internasional. Munculnya
deklarasi ini juga lebih merupakan antiklimaks dari perang dunia II.> Merespon
hal tersebut, negara-negara muslim anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI)
melakukan memorandum internasional tentang prinsip-prinsip HAM dalam Islam
yang dikenal sebagai The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (Deklarasi
Kairo tentang HAM Menurut Islam)? yang di adopsi pada tahun 1990.2 Namun
jika ditelusuri dalam sejarah, sebenarnya pada zaman Rasulullah SAW kaum
muslimin telah memiliki piagam HAM tertulis, yaitu berupa kesepakatan yang
dikenal dengan nama Piagam Madinah (sekitar tahun 622 M).* Selain itu
kebijakan-kebijakan mengenai HAM terjadi juga pada masa al-Khulafa al-
Rasyidin seperti yang di praktekka oleh ‘Umar ibn al-Khattab.”

Di Indonesia, HAM mulai mendapat perhatian yang resmi dari pemerinta

! Mohammad Lugman Hakiem, Deklarasi Islam tentang HAM, (Surabaya: Risalah Gusti,
1993), him. 6.

2 Ibid., him. 171.

% http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam

* Taufiq Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Ajaran, (Jakarta: PT Ichtiar Baru,
2002), him. 218.

® Penjelasan lebih lengkap mengenai sepak terjang ‘Umar inb al-Khattab lihat karya
Thaha Husain, al-Syaikhani, alih bahasa Ali Audah, Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam Abu
Bakar dan Umar, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986).
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dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan
menetapkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya bahwa
pemerintah memberikan perlindungan yang signifikasi terhadap kebebasan HAM
dalam semua aspek, yaitu aspek hak (politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan,
hukum, dan pemerintahan).

Konsep human rights city adalah sebuah konsep kota HAM vyang
diluncurkan pada tahun 1997 oleh People’s Movement for Human Rights
Education/Learning atau Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM, sebuah
organisasi internasional nonprofit yang bergerak di bidang pelayanan. Hal ini
dikenalkan sebagai salah satu alternatif dalam pemenuhan tujuan pembangunan
global® (Millenium Development Goals/MDGs).” Konsep tersebut kemudian
dikembangkan lebih lanjut terutama oleh World Human Rights Cities Forum
(WHRCF).2

Di Indonesia sendiri pemerintah juga telah mendukung dan mendorong
penerapan konsep tersebut oleh kabupaten/kota melalui kebijakan Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)® dan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kiriteria
Kabupaten/Kota Peduli HAM. Permenkumham ini kemudian menjadi dasar

pemberian predikat daerah peduli HAM Kkepada beberapa kabupaten/kota di

® Andiani Viviana, dkk, “Membangun Kota HAM,” Analisis Dokumentasi Hak Asasi
Manusia (ASASI), Edisi Januari-Februari 2016, him. 5.

" MDGs merupakan deklarasi milenim hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan
dari 189 negara PBB serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara
(termasuk Indonesia) pada saat KTT di New York, yang mulai dijalankan pada september 2000.
Deklarasi berupa delapan buah butir tujuan pembangunan untuk dicapai dalam satu milenium,
sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Lihat
http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium

® Untuk selanjutnya, World Human Rights Cities Forum akan disingkat WHRCF.

% Untuk selanjutnya, rencana aksi nasional hak asasi manusia akan disingkat RANHAM.
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Indonesia. Selain itu, yang juga menjadi dasar pemberian predikat peduli HAM
juga adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,® khususnya yang mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait hak-
hak dan pelayanan publik, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Pada 11 Desember 2015 di Istana Negara Jakarta, yang bertepatan dengan
peringatan Hari HAM ke-67 sedunia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan penghargaan
peduli HAM ke beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Di Jawa
Tengah sendiri ada 21 kabupaten/kota termasuk Provinsi Jawa Tengah yang
menerima penghargaan tersebut. Di antaranya Purworejo, Kebumen, Batang,
Brebes, Karanganyar, Wonosobo!, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.*?

Penghargaan tersebut diberikan karena kabupaten/kota tersebut mau
berkomitmen dan berhasil mengupayakan terpenuhinya hak-hak warga
masyarakatnya yang diimplentasikan ke dalam pelayanan publik.** Menurut
Remigo (Bupati Pakpak Barat, Sumatera Utara), peduli HAM dalam konteks
penghargaan tersebut bukan berarti selalu mengenai penyelesaian kasus-kasus

berkenaan HAM. Tetapi di sini dalam konteks Pemerintah Daerah (Pemda)

19 Pasal 9-12.

Y Ini adalah penghargaan kedua bagi Wonosobo setelah di tahun 2014 Kabupaten
Wonosobo juga menerima piagam penghargaan sebagai Kabupaten peduli HAM.

2" Lihat  http:/news.detik.com/berita/3080305/pemerintah-luncurkan-kebijakan-kota-
ramah-ham-awal-desember.htm, dan lihat juga http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/daerah-
penerima-penghargaan-harus-jadi-benchmark.htm

% Kriteria lengkapnya lihat Permenkumham No. 25 Tahun 2013 tentang Kriteria
Kabupaten/Kota Peduli HAM.
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membangun daerahnya menjadi layak dijadikan sebagai tempat hidup, termasuk
di dalamnya seperti sarana dan prasara yang baik di daerahnya untuk memenuhi
kebutuhan dasar warganya.**

Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi/pendorong bagi Kabupaten
Wonosobo sebagai salah satu kabupaten yang menerima penghargaan tersebut,
untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan konsep human rights city yang
selama ini sedang diterapkan. Tentunya untuk bisa mewujudkan Kabupaten ramah
HAM di Kabupaten Wonosobo.

Dalam salah satu butir rekomendasi (concluding remark) Forum dalam
ajang WHRCF 2015, nomor 4, secara explicit tertulis bahwa WHRCF sangat
mendukung dan mengapresiasi upaya Wonosobo dalam menyongsong Kabupaten
Ramah HAM:

“recognize the efforts of creating human rights cities by city
representatives, human rights activists, and citizens of Seberang Perai of
Malaysia and Wonosobo of Indonesia among others.”*

Selain itu, saat ini Kabupaten Wonosobo dianggap sebagai salah satu
daerah percontohan kabupaten/kota ramah HAM di Indonesia.'® Selain itu upaya
serius tersebut dipertegas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang
Kabupaten Wonosobo Ramah HAM Nomor 5 Tahun 2016.

Namun demikian, partisipasi aktif warga dan kelompok masyarakat sipil

juga sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab HAM

Y Ear, “Menteri Hukum Berikan Penghargaan Kota/Kabupaten peduli HAM 2014”,
http://detik.com/news/berita/2773923/menteri-hukum-berikan-penghargaan-kota-kabupaten-
peduli-ham-2014/1, diakses tanggal 28 Desember 2015.

15 Lihat Forum Result of World Human Rights Cities Forum 2015. File dapat di download
di http://www.whrcf.org/

% Lihat http://sm.tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-jadi-
contoh-kabupaten-ramah-ham.htm
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pemerintah daerah terkait program-program pembangunan HAM tidak salah
sasaran. Untuk itu penting adanya dukungan dari berbagai pihak untuk
memastikan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh
pemerintah daerah benar dijalankan.

Salah satu kewajiban pemerintah daerah sebagai lembaga imam bagi
warganya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya adalah dengan
membuat sebuah kebijakan atau program.” Namun demikian, kebijakan atau
program tersebut sudah sepatutnya digariskan untuk kemaslahatan bersama, demi
terciptanya suatu hubungan yang harmonis antar pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menarik untuk diteliti menurut
penulis adalah bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Wonosobo dalam upaya menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai
kabupaten ramah HAM, dan bagaimana pandangan siyasah dustiriyyah terhadap

kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ?

7 Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi
Pancasila, (Jakarta: Gramedia, 1966), him. 9.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mempunyai pokok
permasalahan :
1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Wonosobo Ramah Hak
Asasi Manusia ?
2. Bagaimana pandangan siyasah dustiriyyah terhadap kebijakan Pemerintah

Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Menjelaskan latar belakang munculnya program Wonosobo Ramah
HAM dan juga pandangan siyasah dustiriyyah terhadap langkah atau
kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya
mewujudkan kabupaten yang ramah HAM.
2. Manfaat
a. Dapat digunakan sebagai acuan bagi Kabupaten Wonosobo dalam
upaya mewujudkan dan mengembangkan kabupaten yang ramah HAM
di  Kabupaten Wonosobo kedepannya, khususnya  untuk
mensingkronkan dengan konsep siyasah dustiriyyah.
b. Untuk memperkaya khasanah keilmuan tentang kebijakan publik,
khususnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah, HAM, dan juga

konsep siyasah dustiriyyah.



c. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu
pengetahuan dan juga bagi studi tentang siyasah atau politik/tata
negara Islam.

d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan sumbangan bagi

peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian
dan membedakan dengan penelitian-penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Oleh
karena itu, penyusun menggunakan beberapa literatur yang relevan dengan
pembahasan dalam penelitian ini. Diantaranya :

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban
dalam Upaya Mewujudkan City Brand ‘Tuban Bumi Wali — The Spirit of
Harmony’”. Skripsi ini ditulis oleh Hery Susanto dan membahas secara mendalam
kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang terkait dengan
upaya mewujudkan City Brandnya. Skripsi ini menggunakan teori kebijakan
publik dengan pendekantan konsep good governance. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa komunikasi politik pemerintah yang dibangun melalui
strategi city brand sebagai konsep pembangunan daerah merupakan langkah yang
tepat karena kebijakan city brand tersebut merupakan penguat dari kearifan lokal
setempat dan wujud dari penerapan Uu No. 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (2).
Berbagai program kerja telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tuban, seperti

pembangunan infrastruktur dan suprastruktur daerah. Proses pelaksanaan program



tersebut dibangun melalui relasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan program ini telah
relevan dengan konsep good governance.'®

Skripsi yang bejudul “Green Constitution di Indonesia dalam Perspektif
Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”. Ditulis oleh Cholida Hanum.
Menjelaskan bagaimana green constitution di Indonesia dalam pandangan siyasah
dustiriyyah. Skripsi ini menggunakan konsep siyasah dustiriyyah, khususnya
mengenai persoalan rakyat dan hak-haknya, dalam hal ini penulis menggunakan
teorinya Abul A’la al-Maududi mengenai hak-hak rakyat. Penulis juga
menggunakan teori magqasid syari’ah. Dalam skripsi ini penulis membandingkan
green constitution yang ada di Indonesia dengan negara lain. Hasil penelitian
menunjukan green constitution yang ada di Indonesia masih kurang tegas bila
dibanding dengan negara lain, padahal green constitution ini sangat sejalan
dengan siyasah dustiariyyah, titik temunya ada pada aspek kemaslahatan. Prinsip
green constitution yang berlandaskan pada perlindungan HAM atas lingkungan
hidup sejalan dengan siyasah dustiriyyah yang juga memiliki tujuan yang
seirama.™

Skripsi yang berjudul “Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan
UUD 1945 Pasca Amandemen (studi Komparasi Universalitas Dan Partikularitas

HAM)”. Ditulis oleh Abdul Rochim yang intinya membahas tentang HAM dalam

8 Hery Susanto, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam Upaya
Mewujudkan City Brand “Tuban Bumi Wali — The Spirit of Harmony™”, Skripsi Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

9 Cholida Hanum, “Green Constitution di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan
dan Siyasah Dusturiyyah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2014).



Islam serta mengkomparasikan dengan UUD ’45 Pasca Amandemen. Skripsi ini
menggunakan 3 teori umum mengenai HAM dan 2 teori kelslaman yaitu; teori
umum mengenai HAM (teori realitas, teori relativisme kultural, dan teori radikal
universalisme). Teori kelslaman (teori maslahah (kebaikan) dan ‘adalah
(keadilan)). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antar keduanya yang
bermuara pada ada tidaknya nuansa teologis. Namun, secara konseptual, formulasi
HAM dalam Islam sejalan dengan konsepsi HAM dalam UUD ’45 yang secara
nyata melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu dalam masyarakat
dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan serta
menyelaraskan setiap kepentingan dan menyeimbangkan antara hak dan
kewajiban setiap individu dan kelompok tanpa harus merugikan dan membatasi
hak-hak yang lain demi terciptanya keadila dalam segala aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara.?®

Skripsi yang ditulis oleh M. Anwar Husni, berjudul “HAM dalam Islam
(Studi terhadap perlindungan HAM Masa Khalifah Umar bin Al-Khattab)”.
Skripsi ini menggunakan teori kemaslahatan al-Syatibi, yaitu apa-apa yang
menyangkut rizki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa-
apa yang menuntut kualitas emosional dan intelektualnya dalam arti yang mutlak.
Serta dipadukan dengan teori magqasid syari’ah. SKripsi ini secara spesifik
membahas sejauh mana perlindungan HAM oleh Umar bin Al-Khattab dalam
kebijakan-kebijakannya pada saat itu dalam konteks hubungannya dengan

maslahah, dan menguji keotentikan perlindungan HAM menurut Islam dan juga

20 Abdul Rochim, “Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan UUD 1945 Pasca
Amandemen (studi Komparasi Universalitas Dan Partikularitas HAM)”, Skripsi Fakultas Syari‘ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
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jaminan hukum perlindungan hukumnya di Indonesia.?

Buku yang berjudul “Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan
Implementasi”. Ditulis oleh Hj. Siti Musdah Mulia yang di dalamnya membahas
tentang konsep hak asasi manusia dalam Islam secara luas.*

Dalam buku dan karya ilmiah di atas, belum ada yang membahas secara
explicit mengenai pandangan siyasah dustiriyyah terhadap langkah suatu
pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kabupaten ramah hak asasi manusia,

khususnya di Kabupaten Wonosobo.

E. Kerangka Teori

Menurut Edwards dan Sharkansky sebagaiman yang dikutip oleh Hernani,
kebijaksanaan negara adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh
pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, merupakan tujuan-tujuan sasaran-
sasaran dari program-program, serta pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan.
Menurut William N. Dunn, kebijakan publik (publik policy) adalah pedoman yang
berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk
mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.?®

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih

baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu

2l M. Anwar Husni, “HAM dalam Islam (Studi terhadap perlindungan HAM Masa
Khalifah Umar bin Al-Khattab)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2004).

22 Hj. Siti Musdah Mulia, Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi,
(‘Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010).

#  Hernani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijaksanaan
Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras: Suatu Penelitian Deskriptif Terhadap
Keberhasilan Implementasi Kebijaksanaan Minuman Keras di Propinsi Daerah Tingkat |
Kalimantan Barat”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta (1997), him. 26-28.
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antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-
keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan (policy
statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs) dan dampak-dampak kebijakan
(policy outcomes). Tujuan pembagian semacam ini adalah untuk memudahkan
kita dalam mengkaji kebijakan publik.?*

Menurut pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hasil evolusi apapun
dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu ilahi yang telah
diturunkan oleh para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi umat
manusia di atas bumi.?® Dalam nomokrasi Islam penegakkan HAM merupakan hal
yang sangat diperhatikan dan menjadi salah satu prinsip dari nomokrasi Islam itu
sendiri.?®

Fikih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk-beluk
pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan dasar-
dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.?’ Siyasah secara
umum terbagi menjadi tiga macam, yaitu siyasah dustiriyyah, siyasah maliyah,
dan siyasah dauliyah.

Siyasah dustiriyyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori

tentang politik tata negara dalam Islam atau yang memebahas masalah perundang-

** Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, cet ke-2
(‘Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS), 2014), him. 20.

% Syekh Syaukat Hussain, Human Right in Islam, (New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab
Bhavan 1784), alih bahas Abdul Rochim C.N, Hak Asasi Manusia dalam Islam, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1996), him. 54.

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, cet. ke-1,
(Jakarta: Prenademedia Group, 2014), him. 237.

?" Ibid., him. 26.
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undangan dan kebijakan pemimpin kepada rakyat agar sejalan dengan nilai-nilai
syariat. Fikih siyasah dustariyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas
dan kompleks. Namun biasanya lebih condong kepada hubungan antara
pemerintah (imam) dan yang diperintah/rakyat (ummat) dalam suatu pemerintahan
tertentu. Salah satu yang menjadi kajian penting dalam siyasah dustiriyyah adalah

persoalan rakyat dan imam dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.?®

F. Metode Penelitian
Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan
dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Untuk
meneliti permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field
research) dan juga penelitian pustaka (library research) penelitian dengan
mencari informasi langsung ke lapangan dan juga mencari sumber data di pustaka,
dari buku-buku dan karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian.*®
2. Sifat Penelitian
Berdasarkan sifat masalahnya, penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan menyajikan data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian

%8 Muhammad Igbal, Figh Siyasah..., him. 241.
9 Safidin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1999), him. 8.
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yang terjadi saat sekarang. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber
atau subjek penelitian.®® Penelitian ini memberikan gambaran mengenai langkah-
langkah atau kebijakan Pemda Kabupaten Wonosobo dalam upaya mewujudkan
Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten/kota yang ramah HAM.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan perspektif yang
akan digunakan dalam penelitian.®* Sehingga nantinya dapat diketahui kesesuaian
ataupun ketidak sesuaian hasil penelitian dengan pandangan ataupun teori yang
akan digunakan dalam penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan
dengan reverensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur
yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitan. Dalam
penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pertama, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-
data akan diperoleh dari lapangan penelitian vyaitu dari hasil
wawancara®? dengan pihak terkait, dokumentasi, serta observasi. Dalam

hal ini penulis mengambil sampel atau narasumber untuk diwawancarai

%0 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), him.
139.

31 Cholida Hanum, Green Constitution..., him. 16.

%2 Wawancara yaitu cara yang digunakan dalam memperoleh informasi atau data melalui
tanya jawab baik secara tertulis atau lisan. Metode wawancara dimaksudkan untuk lebih
mendalami suatu kejadian atau subjek penelitian. Lihat Dr. Uhar Suharsapitra, Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), him. 209.
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yaitu Bapak Fahmi Hidayat (kepala Bidang Data Evaluasi dan
Pengembangan, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Wonosobo)) dan Bapak Benyamin Kusumahadi (Kasubag
Keuangan Desa, Bagian Pemerintahan, Asisten Pemerintahan,
Sekretariat Daerah (SETDA Kabupaten Wonosobo)) yang berada di
Kabupaten Wonosobo. Foto ataupun berkas-berkas terkait Kabupaten
Wonosobo Ramah HAM, terlampir dalam skripsi ini.

b. Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri dan mengkaji
buku literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dokumentasi,
laporan penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan serta
berkaitan dengan masalah yang diteliti.*

5. Analisis Data
Dalam menganalis data yang telah terkumpul penulis akan menggunkan
metode deduktif. Yaitu metode pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu
fenomena atau teori dan meng-generalisasi-kan kebenaran tersebut pada suatu
peristiva atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang

bersangkutan.® Dengan kata lain, menarik kesimpulan dari data-data umum.

% M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), him. 11.
% Cholida Hanum, Green Constitution..., him. 17.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam memahami skripsi/penelitian ini, penyusun
memberikan penjelasan secara sistematis yang dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode
penelitian serta sistematika pembahasan skripsi ini. Yang mana secara umum
berisi alasan penelitian ini dilakukan dan apa saja yang akan ditulis dalam karya
ilmiah (skripsi) ini.

Bab kedua berisi mengenai teori atau dasar pemikiran yang akan
digunakan dalam penelitian ini. Yaitu konsep kebijakan publik dan siyasah
dustiriyyah.

Bab ketiga membahas tentang temuan di lapangan atau hasil penelitian
mengenai Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Bab keempat membahas tentang analisis hasil penelitian yang berpijak
pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab pokok permasalahan
dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi

tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Wonosobo menuju kabupaten ramah HAM adalah bahwa kebijakan Kabupaten
Wonosobo Ramah HAM dilatar belakangi oleh: 1) RANHAM jilid 3 atau untuk
pelaksanaan tahun 2011-2014 yang menginstruksikan mendirikan sebuah komite
untuk menerapkannya di tingkat provinsi dan kabupaten. 2) Dorongan dari
pemerintah pusat dengan mengeluarkan Permenkumham no. 25 tahun 2013
tentang perubahan atas Permenkumham no. 11 tahun 2013 tentang Kkriteria
kabupaten/kota Peduli HAM dan juga dorongan dari kebijakan otonomi daerah. 3)
alternatif ataupun terobosan yang ditawarkan oleh konsep human rights city dalam
pembangunan sebuah kota serta MDGs dan SDGs yang telah diakui PBB. 4)
inspirasi dari Kota Gwangju yang menjadi percontohan human rights city di
dunia. 5) adanya fitur-fitur yang kompatibel dengan prinsip human rights city di
Kabupaten Wonosobo sebagai modal awal menjadi kabupaten ramah HAM. 6)
adanya dukungan dari WHRCF dan juga masyarakat setempat.

Dilihat dari perspektif siyasah dustiriyyah, kebijakan Kabupaten
Wonosobo Ramah HAM tersebut amatlah sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah
dustiriyyah khususnya mengenai hak dan kewajiban antara imam dan rakyat.
kewajiban ulil amri melakukan kebijakan sebagai pengaturan bagi

rakyat/warganya demi terwujudnya kemaslahatan bersama sangat tercermin dalam

95
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keseluruhan proses kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Walaupun
konsep human rights city yang notabene bukan produk Islam menjadi akar
kebijakan tersebut, tetapi substansi yang ada di dalamnya sama sekali tidak
bertentangan dengan syariat. Dalam kebijakan tersebut, kedua kubu (Pemda dan
warga Kabupaten Wonosobo) telah memperoleh hak-haknya dan telah
melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Walaupun sebenarnya sosialisasi dari
pihak Pemda masih kurang merata dan menyebabkan sebagian warga yang tidak
tahu dan kurang paham dengan kebijakan tersebut, namun sejauh ini hubungan

antar keduanya tetap berjalan harmonis.

B. Saran
Memang menetapkan kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM
dilihat dari hasil penelitian penulis sangatlah baik. Karena dalam keseluruhan
proses kebijakan tersebut selalu melibatkan masyarakat yang selama ini sudah
jarang dilakukan oleh suatu pemerintahan tertentu. Maksud dari kebijakannya pun
sangat baik dengan mengutamakan perlindungan terhadap kaum yang lebih
lemah. Dengan kebijakan tersebut juga akan mendekatkan kepada terwujudnya
pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain kebijakan ini sangat
mengutamakan kemaslahatan bersama. Namun, disamping itu juga ada beberapa
saran yang perlu penulis sampaikan untuk Kota ASRI ‘negeri di atas awan’:
1. Walaupun kota yang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini, tapi
akan lebih baik jika tidak melupakan desa, karena kota terbentuk dan

tersusun dari sekumpulan desa.
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. Karena sebagian besar warga setempat kurang tahu dan kurang paham
dengan kebijakan ini, penulis menyarankan untuk melakukan sosialisasi
secara merata dari pihak Pemda, sehingga dapat meminimalisir sikap
apatis warga terhadap setiap kebijakan yang sebenarnya digariskan
untuk kebaikan dan kepentingan bersama.

. Akan lebih baik jika mengesampingkan terlebih dahulu ‘label’
kabupaten ramah HAM, tetapi yang lebih penting tentu
terselenggaranya kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya.

. Pengupayaan yang lebih intensif dan lebih giat lagi tentang pendidikan
HAM yang benar terhadap masyarakat Kabupaten Wonosobo. Lebih
baik lagi jika di sinkronisasi dengan HAM menurut pandangan Islam.
Sehingga diharapkan nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan yang mengatasnamakan HAM.

. Mungkin agar supaya kebijakan ini kedepannya lebih inovatif dan
progresif, penulis menyarankan bagi Pemda dan seluruh warga
(sebisanya dan semampunya) untuk melakukan evaluasi kebijakan
setiap tahun dan melakukan perkembangan di tahun berikutnya. Serta
transparansi dari Pemda yang lebih baik lagi mengenai seluruh hal-hal
yang menyangkut kebijakan ini.

. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam mengkaji human rights
city ataupun Kebijakan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Sehingga
pintu gerbang masih terbuka lebar untuk peneliti-peneliti di generasi

berikutnya.
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Daftar Terjemahan

No.

HIm

BAB

FN

Terjemah

23

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan
hikmah dan pelajaran yang baik dan berdebatlah
dengan mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang
yang mendapat petunjuk

28

Kebijaksanaan imam  terhadap rakyat harus
dihubungkan dengan kemaslahatan

31

25

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya

31

Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan
taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia
tidak senang selama pemimpin itu tidak melakukan
maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan
maksiat, maka tidak perlu mendengar dan
menaatinya

94

Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya bergantung
kepada kemaslahatan

94

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
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sehingga hal tersebut tidak terkesan terlalu dipaksakan, apa sajakah ?
Sudah sejauh dan sampai manakah upaya Wonosobo mewujudkan
kabupaten ramah HAM saat ini ?

Apa sajakah program-program prioritas dalam kebijakan Wonosobo
Ramah HAM ?

Bagaimanakah latar belakang dan kronologis Kabupaten Wonosobo
Ramah HAM ?

Narasumber : Bapak Fahmi Hidayat S.I.P., M.P.P., ((Kepala Bidang Data

N

o &

Evaluasi dan Pengembangan BAPPEDA (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah) Kabupaten Wonosobo) dan tim Desk
Wonosobo Ramah HAM)

Apa itu Wonosobo Ramah HAM? apa maknanya bagi Kabupaten
Wonosobo? dan bagaimana bentuk kabupaten ramah HAM di Wonosobo ?
Apa latar belakang munculnya Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ?
Bagaimana proses tebentuknya? Serta siapa sajakah yang terlibat dalam
proses penyusunan (perancangan) Wonosobo Ramah HAM ?

Apa tujuan utama dari Wonosobo Ramah HAM ?

Sudah sejauh dan sampai manakah upaya Wonosobo mewujudkan
kabupaten ramah HAM saat ini ?

Adakah hambatan-hambatan dalam upaya menerapkan kebijakan dan
mewujudkan Wonosobo Ramah HAM selama ini ?

Kenapa Kabupaten Wonosobo Ramah HAM? Apakah itu sebagai label
atau promosi daerah kedepannya, atau bagaimana ?

Bagaimana perkembangan terbaru dari Wonosobo Ramah HAM pasca
perda ditetapkan ?

Kalau tidak salah Wonosobo Ramah HAM ini dilaksanakan dengan
rencana aksi yang memuat strategi dan programnya, bisa anda jelaskan ?



Lamppiran 11l

Gambaran Draft Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia

Bab |
Ketentuan Umum
Pasal 1
Bab 11
Asas Dasar
Pasal 2 - Pasal 4
Bab I11

Ruang Lingkup
Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
prinsip penyelenggaraan;
HAM dan kebebasan dasar manusia;
kewajiban dasar manusia;
pelaksanaan;
partisipasi masyarakat; dan
kerja sama.

mo o0 o

Bab IV
Prinsip Penyelenggaraan
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM meliputi:
hak atas kabupaten;
nondiskriminasi dan aksi afirmasi;
inklusi sosial dan keragaman budaya;
pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
pengarusutamaan HAM; dan
g. hak atas pemulihan.
Bagian Kedua
Hak Atas Kabupaten
Pasal 7
Bagian Ketiga
Non Diskriminasi Dan Aksi Afirmasi
Pasal 8
Bagian Keempat
Inklusi Sosial Dan Keragaman Budaya
Pasal 9
Bagian Kelima
Pemerintahan Yang Demokratis dan Akuntabel
Pasal 10
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Bagian Keenam
Keadilan Sosial dan Solidaritas Berkelanjutan
Pasal 11
Bagian Ketujuh
Pengarusutamaan HAM
Pasal 12
Bagian Kedelapan
Hak Atas Pemulihan
Pasal 13
Bab V
HAM dan Kebebasan Dasar Manusia
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
Bagian Kedua
Hak Untuk Hidup
Pasal 15
Bagian Ketiga
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 16
Bagian Keempat
Hak Mengembangkan Diri
Pasal 17 - Pasal 22
Bagian Kelima
Hak Memperoleh Keadilan
Pasal 23 - Pasal 25
Bagian Keenam
Hak Atas Kebebasan Pribadi
Pasal 26 - Pasal 33
Bagian Ketujuh
Hak Atas Rasa Aman
Pasal 34 - Pasal 40
Bagian Kedelapan
Hak atas Kesejahteraan
Pasal 41 - Pasal 47
Bagian Kesembilan
Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
Pasal 48 - Pasal 49
Bagian Kesepuluh
Hak Perempuan
Pasal 50 - Pasal 55
Bagian Kesebelas
Hak Anak
Pasal 56 - Pasal 69



Bab VI
Kewajiban Dasar Manusia

Pasal 70 - Pasal 73

Bab VII

Pelaksanaan

Pasal 74 - Pasal 76

Bab VIII

Partisipasi Masyarakat

Pasal 77 - Pasal 78

Bab IX
Kerja Sama
Pasal 79
Bab X
Ketentuan Lain-lain
Pasal 80
Bab XI
Ketentuan Penutup
Pasal 81

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 6 Juni 2016, ttd Bupati Wonosobo,
Eko Purnomo. Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 7 Juni 2016, ttd
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Eko Sutrisno Wibowo. Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5. Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah : (5/2016).

Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia

I. Umum
Il. Pasal Demi Pasal

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5



PETISI / DEKLARASI RAMAH HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN WONOSOBO

1. Bahwa dasar negara kita, Pancasila, khususnya sila ke-2, sejak dituliskan oleh Bapak Pendiri bangsa
70 tahun lalu, sudah menegaskan prinsip penghormatan terhadap manusia.

Sila ke-2 Pancasila itu mengamanatkan bahwa Negara dan rakyat Indonesia, sebagai bagian dari
masyarakat dunia, harus menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai prinsip dalam
pergaulan antar bangsa maupun dalam interaksi antar individu di manapun berada.

Prinsip itu kemudian menjadi landasan bagi Negara dan rakyat Indonesia untuk menghormati
melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua warga, tanpa terkecuali

2. Bahwa Hak asasi manusia, sebagai nilai yang bersifat universal, juga bersifat mengikat dan harus
diterapkan pada skala lokal sesuai karakteristik masyarakat, memperhatikan kehendak dan aspirasi
setempat, dengan tetap menjunjung nilai-nilai persamaan, kesederajatan, dan kemajuan, dalam
lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, upaya Kabupaten Wonosobo, untuk meningkatkan derajat
kesejahteraan dan kemanusiaan bagi warganya, dengan menjadi bagian dari Gerakan Kota Ramah
HAM sedunia, merupakan pengejawantahan dari cita-cita proklamasi, dan harus didukung oleh
segenap komponen bangsa dan elemen masyarakat.

3. Bahwa berdasarkan tersebut, kami para unsur Pimpinan Daerah, bersama perwakilan dari berbagai
agama dan kepercayaan, didengar dan disaksikan oleh rakyat Wonosobo, mendeklarasikan dukungan
bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Kabupaten yang Ramah Hak Asasi
Manusia.

Sebuah Kabupaten yang akan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga, yang
implementasinya akan dimulai pada lima pilar yaitu pemghormatan terhadap lingkungan, anak, ibu
hamil, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

4. Petisiini dibacakan dan ditandatangani pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan
RI, sebagai upaya mengingatkan cita-cita proklamasi yang harus diaktualisasikan dalam
pembangunan dan kehidupan nyata, yang salah satunya adalah tata kehidupan dan pembangunan di
Wonosobo berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semoga Allah, Tuhan yang
Mahakuasa, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kita untuk segala macam upaya pencapaian
kabupaten Wonosobo yang Ramah hak asasi manusia.

Wonosobo, 22 Agustus 2015

DITANDATANGANI OLEH:

KETUA PENGADILAN NEGERI BUPATI WONOSOBO KETUA DPRD WONOSOBO
WONOSOBO

KEPALA MKEPOLISIAN RESORT KOMANDAN DISTRIK MILITER KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
WONOSOBO 0707/WONOSOBO WONOSOBO

KETUA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN WONOSOBO

PERWAKILAN AGAMA ISLAM PERWAKILAN KATHOLIK PERWAKILAN PROTESTAN

PERWAKILAN HINDU PERWAKILAN BUDHA PERWAKILAN KONGHUCHU

PERWAKILAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN

VI



IKRAR
Renungan Malam
1000 Lilin Harapan Untuk Wonosobo Damai dan Ramah Hak Asasi Manusia

Kami, insan-insan yang berasal dari berbagai berbagai elemen masyarakat Wonosobo,
menyadari sepenuhnya, bahwa hak asasi manusia melekat kepada setiap insan sejak ia
dilahirkan sebagai karunia Tuhan Sang Maha Pencipta, tidak bisa dihapuskan dan dihilangkan
dengan cara apapun;

Kami meyakini, bahwa hak Asasi manusia merupakan keniscayaan bagi semua umat
manusia, dan melekat pada semua agama dan kepercayaan, sebagai karunia Tuhan Sang
Pencipta untuk membangun dan melanjutkan peradaban;

Kami meyakini, bahwa mewujudkan Hak asasi manusia merupakan hak dan kewajiban
bersama antar segenap elemen pemangku kepentingan, dan pemerintah sebagai pihak yang
memiliki akses dan kuasa terhadap sumber daya, berkewajiban memastikan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan terhadapnya.

Untuk itu, kami berikrar, untuk mendorong gerakan moral bersama seluruh elemen
masyarakat Wonosobo, untuk mewujudkan tata kehidupan yang menempatkan hak asasi
manusia sebagai prinsip dasar, dan harus diwujudkan dengan sekuat tenaga di semua sendi
kehidupan; secara berkelanjutan, dengan prinsip kesederajatan dan kemitraan;

Kami berikrar, untuk ikut berjuang mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang ramah hak Asasi
manusia, mengasihi yang lemah dan mengingatkan yang mapan, menghargai perbedaan,
dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk bersama membangun Wonosobo;

Kami berikrar, dan menyerukan kepada elemen Negara maupun masyarakat, untuk
mendukung program Kabupaten Wonosobo yang Ramah Hak Asasi Manusia, secara simbolik
dan nyata, dimulai dari lima aspek, yaitu penghormatan kepada lingkungan berkelanjutan,
ramah terhadap ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas. Lima aspek
ini merupakan perlambang dari keinginan luhur untuk penghormatan perlindungan dan
pemenuhan hak asasi manusia pada semua sendi kehidupan.

Ikrar ini kami ucapkan secara sadar, didengar oleh Tuhan dan disaksikan oleh alam semesta;
dari tanah Sembungan, sebuah lokasi tertinggi di Kabupaten Wonosobo, agar menjadi
pengingat dan perhatian bagi segenap insan di Kabupaten Wonosobo.

Semoga Tuhan Sang Penguasa Alam... memberikan petunjuk... agar ikrar ini bisa terwujud
dalam tindak dan laku, dalam karya yang nyata, untuk kesejahteraan dan kemanusiaan.

Amin ya rabbal ‘alamin

31 Juli 2015
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World Human Rights Cities Forum 2015

LSC4ll Towards a Global Alliance of Human Rights Cities for All I

We

15-18 May, Gwangju, Republic of Korea

Final Declaration

the participants of World Human Rights Cities Forum 2015 (WHRCF 2015) held on 15-18 May 2015

on the occasion of the 35th anniversary of the May 18th Democratic Uprising (the Gwangju Democ-
ratization Movement) in 1980, in the 70th anniversary of the end of World War I, and in the 67th

ann

L

iversary of the Universal Declaration of Human Rights,

Express our deep condolences and solidarity to all the victims and the bereaved family members
of the Nepalese earthquake on 25 April 2015,

Reaffirm our commitments to the vision of a human rights city as adopted at the Gwangju
WHRCF in May 2011 and 2012, while respecting the concept of the declarations at the Gwangju
WHRCF in May 2013 and 2014 with the hope that human rights cities should develop as a sustain-
able model for cities,

Continue to expand and develop the “Global Alliance of Human Rights Cities for All” proposed in
WHRCF 2014,

Recognize the efforts of creating human rights cities by city representatives, human rights activ-
ists, and citizens of Seberang Perai of Malaysia and Wonosobo of Indonesia among others,

Proceed with the practical discussion to realize the right to the city through the Global Platform
for the Right to the City in Sdo Paulo from 12 to 14 in November 2014 and field research on the
right to housing presented at the International Seminar for the Right to City held in Mexico City
from 22 to 24 in April 2014 in collaboration with Mexico City and UCLG-CISDP (United Cities and
Local Governments Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights),

Asking the intercity international networks, including the United Cities and Local Governments
(UCLG), for active cooperation to settle human rights issues and expecting Gwangju Metropoli-
tan City, co-chair of the Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human
Rights (CISDP) of the United Cities and Local Governments (UCLG), to be responsibly charismatic,

Strive as discussed in the eight Thematic Workshops to continuously remember state violence in
our daily lives, base the development of waters and rivers on the sustainable environment,
approach economic issues from the perspective of human rights, share the perception of the
right to education as the cities' responsibilities, confirm the desperate need of local govern-
ments' efforts to fully implement the rights of the socially vulnerable, such as women, differently-abled,
the elderly, migrants, and minorities, and wish to expand the suggestions and advice from the
Thematic Workshops to all the human rights cities around the world,

Wish to enhance the promotion of human rights at the level of local and central governments,
as the U N, Human Rights Council Advisory Committee's final report concerning local govern-
ments and human rights is to be completed in 2015,

& 2z L EEEEREEEY @8 FEaAaS M=
‘ BFYAN m GWANGJU METROPOLITAN &“‘" -‘J-Fq ey, =
GWANGJU CITY OFFICE OF EDUCATION Gwangju International Center
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11,

Final Declaration

Establish the stepwise plans for discussions and collaboration between local governments,
national human rights organizations, and civic societies, to improve practical exchange activities
and systems to safeguard human rights in Asia, for the growth and expansion of the human
rights-oriented local governments in Asia,

Accept the importance of diverse human rights policy development based on local characteris-
tics, establishment of human rights regimes, civilian participation in human rights education, and
networking of local governments in order to develop a human rights city,

Call the attention of concerned parties to the Forum of Porto Alegre, Brazil from 10 to 12 in June
2015 on the Right to the City and the World Summit of Local Government on Climate Change
and Environmental Rights in December 2015 by UCLG-CISDP, to the WHRCF in Gwangju 2016,
and to the UN Habitat lll Conference on Housing and Sustainable Urban Development in Quito,
Ecuador from 17 - 20 in October 2016,

hereby adopt the following commitments,

Let us establish an online human rights city platform, to share knowledge regarding human rights
cities, cities’ experiences of fulfillment, and relevant systems and policies, for joint growth of
human rights cities,

Let us activate human rights governance with the participation of the local governments and
civic societies at the regional, national, and municipal levels, to broaden the basis for human
rights cities and to eradicate inequalities among different regions,

Let us connect the "World Human Rights Cities Forum 2016" to joint research and investigation
activities to further theories, systems, and policies and to discover various development courses
for human rights cities,

Let us re-evaluate the 1998 "Asian Human Rights Charter" to expedite the development of
human rights cities in Asia and also to establish regional human rights-related standards and
systems for implementation,

Let us conduct a comprehensive evaluation with participatory cities by analyzing the results and

limitations of the World Human Rights Cities Forums from 2011 to 2015, which will lead the
Forum to subsequently and practically implement the vision of a human rights city,

Gwangju Metropolitan City, 17 May 2015
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KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BUPATI WONOSOBO
DAN
KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
DIREKTUR EKSEKUTIF LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

DIREKTUR EKSEKUTIF INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)

NOMOR : 180/4/2015 (WONOSOBO)
NOMOR : 003/NKB-KH/V/2015 (KOMNAS HAM)
NOMOR : 070/MoU/ELSAM/IV/2015 (ELSAM)
NOMOR : 002/006/008/1V/2015 (INFID)

TENTANG
PENGEMBANGAN WONOSOBO SEBAGAI
KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu lima belas (4-5-2015),
bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I.  Drs.H. A. KHOLIQ ARIF, M.Si. . Bupati Wonosobo, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-762 Tahun
2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang
Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Bupati Wonosobo Provinsi Jawa
Tengah, berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 2
— 4 Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah
Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU

Il. NUR KHOLIS, S.H., M.A. . Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



lll. INDRIASWATI
SAPTANINGRUM, S.H., L.L.M.

IV. SUGENG BAHAGIJO

D.

(Komnas HAM), berdasarkan keputusan Sidang
Paripurna Nomor 04/SP/111/2015 tanggal 12 Maret
2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik
Indonesia, yang berkedudukan di JI. Latuharhary
Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310, untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat, berdasarkan SK Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
17.AH.01.07 tahun 2014 tentang Pengesahan
Perkumpulan ELSAM, berkantor di JI. Siaga Il
No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu 12510,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM), selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KETIGA.

Direktur Eksekutif International NGO Forum on
Indonesian Development (INFID), berkantor di JI.
Jatipadang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu
Jakarta 12510, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama International NGO Forum on
Indonesian Development (INFID), selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk
membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Wonosobo sebagai Kabupaten
Ramah Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

PENGERTIAN
Pasal 1

Yang dimaksud Pengembangan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia
adalah upaya-upaya untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyelenggarakan kerjasama untuk
mewujudkan implementasi nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

Xl



(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :

a. Mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di

Kabupaten Wonosobo;

b. Memperkuat konsep Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia di Kabupaten

Wonosobo;

c. Melakukan kerjasama dalam percepatan implementasi Kabupaten Wonosobo
sebagai kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a.

Perumusan peta jalan (roadmap) Kabupaten Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah

Hak Asasi Manusia;

Berbagi pengetahuan dan pengalaman (transfer of knowledge) tentang hak asasi
manusia;

Pelatihan tentang hak asasi manusia bagi para pemangku kepentingan di jajaran
Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan berbagai elemen masyarakat sipil;

Perumusan indikator hak asasi manusia dan pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-
2020.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada
PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam

bentuk Perjanjian Kerjasama.
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(2)

(1)
(2)

(1)

(@)

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai ketentuan yang

berlaku.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti
dengan perjanjian kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan

sendirinya.

PENUTUP
Pasal 7

Segala konsekuensi dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab PARA

PIHAK sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) bermaterai cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
NUR KHOLIS, S.H., M.A. Drs. H. A. KHOLIQ ARIF, M.Si.
PIHAK KETIGA PIHAK KEEMPAT
INDRIASWATI D. SAPTANINGRUM, S.H., L.L.M. SUGENG BAHAGIJO
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Lampiran IV

J

Gambar ilustrasi Wonosobo Ramah HAM yang penulis dapatkan dari
wawancara dengan Bapak Benyamin Kusumahadi

[

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Sggggg
HUMAN RIGHT CITY
St e HAR] JDIKARUPATEN WONOSORO KE-190

TEMA
Manusia

SUBTEMA

a. HAMdiruang publik: pemenuhan, penataan dan pelanggaran HAM
b. Aksi Bs»._.__m%z dan solidaritas antarwarga

¢. Harmoni dalam perbedaan dan keberagaman

KETENTUAN UMUM

1. Lomb i dan GRATIS

2. Fotoyangdikirim tidak mengandung unsur pornografi, SARA, dan kekerasan "

3. Semua foto yang dikirim menj il itia dan Panitia berhak menggunakan foto tersebu
sebagai bahan publikasi, n&:a i tanpa harus meminta izin terlebih dahulu, namun
hak cipta foto menjadi milik fotografer

4. Fotoyang diikutsertakan dalam lomba ini adalah foto <u=m diambil di wilayah Kabupaten Wono
dalam rentang waku pengambilan foto tanggal 2014 sam) an 22 Agustus 201

dan Partisipasi Warga Untuk Wonosobo Kabupaten Ramah Hak Azasi

5. Panitia tidak __._%es_ jawab atas keberatal erkait penggunaan mos
atau obyek yang terdaj lam foto peserta .
6. Panitia k mendiskualifikasi peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila diangg

melakukan kecurangan

KETENTUAN TEKNIS
1. Foto adalah karya pribadi (bukan karya orang lain). Alat/Media adalah kamera di

tidak dibatasi spesifikasi peralatan, dengan ukuran so_-_s€.=..=ua_=_a=3~moov_x. ,dengan
resolusi 300 dpi, format ".._.v%

4. Olahfoto digital yang dizinkan sebatas cropping, kontras, bul

w. mﬁ.-.____ﬁoﬁ diikutsertakan lomba adalah maksimal 3 (ti

5 m

Jjudulfoto_nama peserta
contoh: Kebersamaan |_081234567890
abtu, 22 Agustus 2015 jam 23:59 WIB. i

SR Agarg

. Prwery .17 S, Woroncs A e

Poster lomba foto HRC dalam rangkaian acara HUT Wonosobo tahun 2015
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REMBUG KOMUNITAS
. UNTUK WONOSOBO
BERKELANJUTAN

tamaL .

e P
Ve \&YVONOSOBO
9

Taman-taman keluarga yang belum lama dibuka dan diresmikan, kran air
siap minum dari PDAM Kabupaten Wonosobo yang terletak disamping
taman kartini yang juga taman baru (sekitar sebelah selatan alun-alun
Wonosobo), dan trotoar kota yang sudah di bangun kembali (diperbaharui)
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Lampiran V

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Fahmi Hidayat, & | P_) M, P.P
Alamat : J.LPemuda no. 8 Wonosobo
Jabatan : Kepala Bidang Data Evaluasi Penelitian dan Pengembangan, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sakban Khusen

NIM : 12370078

Jurusan : Siyasah (Tata Negara Islam)

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan wawancara pada tanggal 3-6 Juni 2016,
dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul
“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi

Manusia”.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Woenosoboy i .

-~

( Fahmi Hidayat )

Responden/ Narasumber
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Benyamin Kusuma Hadi, S.Sos
Alamat : JI. Soekarno-Hatta Wonosobo
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Aset Desa, Bagian Pemerintahan, Asisten

Pemerintahan, Sekretariat Daerah (SetDa) Kabupaten Wonosobo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sakban Khusen

NIM : 12370078

Jurusan : Siyasah (Tata Negara Islam)

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan wawancara pada tanggal 24 Mei 2016, dalam
rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul “Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia”.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo,...(:. © —Q,—"w\\o

o4

( Benyamin Kusuma Hadi, S.Sos )

Responden/ Narasumber
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH Abdurrahman Wahid Nomor 132 Kalianget Telp. ( 0286 ) 324215
WONOSOBO

SURAT REKOMENDASI SURVEY/RISET
Nomor : 070 /116 /V / 2016.

| DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011
Tanggal 20 Desember 2011.
2. Surat Edaran Gubenur Jawa Tengah Nomor : 070 / 265 / 2004, tanggal 20 Februari

2004.
Il MEMBACA . Rekomendasi dari Badan penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :
070/1160/04.5/2016 tanggal 9 Mei 2016.
Il Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN/dapat menerima atas pelaksanaan Survey/ Penelitian /KTl (

Karya Tulis llmiah ), Skripsi/Tesis di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

IV Yang dilaksanakan oleh

1. Nama :  SABAN KHUSEN

2. Kebangsaan : Indonesia.

3. Alamat : Mojosari RT 003/RW 003 Mojosari.Kec.Mojotengah,Wsb.

4. Pekerjaan :  Mahasiswa

5. Penanggung Jawab :  Dr.Octoberrinsyah,M.Ag.

6. Judul Penelitian : “KEBUUAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU

KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA ”

7. Lokasi :  BPS Kab.Wonosobo,Setwan Wsb,Bag Tapem Setda Wsb.

V KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta
yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat
Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey/riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menganggu
kestabilan jpemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari
dalam negeri maupun luar negeri,agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas
masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan
ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat rekomendasi
ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk
menerima Peneliti.

4. Setelah Survey/Riset selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Bupati Wonosobo Cq.Kakan Kesbang
Pol Kabupaten Wonosobo, (Rangkap 2).

VI. Surat Rekomendasi Penelitian/Riset ini berlaku tanggal 13 Mei s/d 30 Juli 2016

Vil.Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.
Wonosobo, 13 Mei 2016.

..an. BUPATI WONOSOBO
RKESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tembusan : Kepada Yth. sty

1. Bupati Wonosobo ( sebagai laporan ) ;
2. Ka. Bappeda Kab.Wonosobo ;
3. Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN Jogja ;
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 - 3547438 — 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail :bpmd@jatengprov.go.id http : //bpmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/1160/04.5/2016

Dasar . ¥ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor. 074 /1440 /Kesbangpol/2016 tanggal 27 April 2016 Perihal :
Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : SA’BAN KHUSEN

2. Alamat : MOJOSARI RT 03/ RW 03 KELURAHAN MOJOSARI KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

3. Pekerjaan : mahasiswa

Untuk :  Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Proposal : KEBIUAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU KABUPATEN

RAMAH HAK ASASI MANUSIA

b. Tempat / Lokasi : KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH

c. Bidang Penelitian : HUKUM

d. Waktu Penelitian : 09-05-2016 s.d. 31-07-2016

e. Penanggung Jawab : Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

f. Status Penelitian : Baru

g. Anggota Peneliti -

h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a.

b.

C.

Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta
yang akan di jadikan obyek lokasi;

Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan pemerintahan;

Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai,
perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian
sebelumnya;

Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 Mei2016

%\

ooz
\%

UPT PTSP BPMD 09-05-2016
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : J1. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 — 3547438 — 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail :bpmd@jatengprov.go.id http : //bpmd.jatengprov.go.id

Semarang - 50131

Nomor : 070/3380/2016

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 09 Mei 2016

Kepada

Yth. Bupati Wonosobo
u.p Kepala Kantor Kesbangpol dan
Linmas Kab. Wonosobo

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir
disampaikan Penelitian Nomor 070/1160/04.5/2016 Tanggal 09 Mei 2016 atas nama SA’BAN
KHUSEN dengan judul proposal KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU
KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2

3t

4.

5. Sdr. SA’BAN KHUSEN.

UPT PTSP BPMD 09-05-2016

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
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Nomor
Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 27 April 201 6

Kepada Yth :
074/1440/Ke§bangp9]/2016 Gubernur Jawa Tengah
Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG
Memperhatikan surat :
Dari . Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor . UIN.02/DS.7/PP.00.9/1044/2016
Tanggal : 24 April 2016
Perihal : Permohonan ljin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalm rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal “KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU KABUPATEN RAMAH HAK
ASASI MANUSIA ", kepada:

Nama : SAKBAN KHUSEN

NIM : 12370078

No. HP/Identitas . 085725927188 / No.KTP. 33071101 02940003

Prodi/Jurusan : Siyasah / Tata Negara Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian  : Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Waktu Penelitian . 27 April s.d 30 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2 Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan).

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalij !
3. Yang bersangkutan. : SRR T,
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KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

QiJ FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614

AN P AGA E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No.
Hal

: UIN.02/DS.1/PP.00.9/ #2717/ 2016 Yogyakarta, 24 April 2016
: Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BAKESBANGLINMAS DIY

di. Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada

Bapak/Ilbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No. NAMA NIM JURUSAN

1. SAKBAN KHUSEN 12370078 SIYASAH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo,
khususnya di Kantor Sekretariat Daerah dan beberapa kantor terkait, guna mendapatkan
data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Skripsi) yang berjudul
“‘KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MENUJU KABUPATEN RAMAH
HAK ASASI MANUSIA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Tembusan : =
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap
2. Tempat, Tanggal Lahir

3. Alamat Asal

4. Alamat Saat Ini

Status
Agama
Hoby

© © N o O

10. E-mail
11. Pin BBM

12. Nama Orang Tua

13. Saudara

B. Riwayat Pendidikan

CURRICULUM VITAE

: Sakban Khusen
: Wonosobo, 1 Februari 1994
: Dusun Mojotengah RT. 03/RW. 03, Desa Mojosari,

Jenis Kelamin

Nomor Handphone

Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jateng

- JI. Karang Sari Wetan No. 579, RT. 014/036, Kost

Putra Alim (Rumah Bapak Gunadi), Banguntapan,

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

- Laki-laki

: Belum Menikah (Single)

- Islam

: Membaca, Olah Raga, Menikmati dan Bermain Musik
: 085725927188

: crl7sk@gmail.com dan crl_sk@yahoo.co.id

: S(E4A41B9

: 1. Muhsin (Ayah)

2. Sarkiyah (Ibu)

: 1. Muslih (Kakak Kandung)

2. Tabah Abdillah (Kakak Kandung)

1. MI Ma’arif Mojosari (2000-2006)

2. SMP Negeri 3 Mojotengah (2006-2009)
3. SMA Negeri 2 Wonosobo (2009-2012)
4

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta [Program Pendidikan S1,

Fakultas Syari’ah dan Hukum] (2012-2016)

C. Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Sunan Kalijaga

2. Lembaga Pers Mahasiswa Arena UIN Sunan Kalijaga

XXIV


mailto:crl7sk@gmail.com
mailto:crl_sk@yahoo.co.id

	HALAMAN JUDUL

	ABSTRAK
	SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

	PERASETUJUAN 

	PENGESAHAN

	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN

	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teori
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE

